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ISI -BUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2021, TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAIT TAHUN ANGGARAN 2022

L RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
. RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
M. RINCIAN APBD MENURUT UURTUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISAST, PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN

L. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Lo L Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. 01. 2. 22.0.0001. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. 02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

[. 02, 0.00.0.0001. Dinas Kesehatan

1. 02. 0.00.0. 00 02. Rumah Sakit Umum Daerah Masohi

1. 02. 0. 00. 0. 00 03. Rumah Sakit Umum Daerah Saparua

1. 02. 0. 60. 0. 00 04, Rumah Sakit Umum Daerah Banda

{. 03. Urusan Pemerintahan Bidang Pckerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. 03. 0. 0. 0, 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

L. 04. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. 04.02.10. 0, 00 01, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. @5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1. 05. 0. 00.0.00.01, Satuan Polisi Pamong Praja
1. 05. 0. 00. 0.00.02. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

=

. 06. Urusan Pemerintahan Bidaﬁg Sosial
.06 0. 00. 0.00.01. [inas Sostal

—

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2. 08. Urusan Pemerintahan Bidang ’emberdayaan Percmpuan dan Perlindungan Anak
2. 08. 2. 13.0.00.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak
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. 21.0.00.01.

. 00. 0 00.01.

00. 0 00.01.

00. 0.00.01,

- 00. 0.00.01.

. 00.0.00.01.

2 AT
L0 0001,

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Dinas Ketahanan Pangan

Urusan Pemcrintahan Bidang Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudnkan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencaiatan Sipii

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Dinas Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika

Uirusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan Pemerintahan Bidang Ferpustakaan
Dinas Perpustakaan

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Dinas Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
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. 27.0.00.01.

.31, 0.00.01

. 07.0.00.01.

00. 0. 00.01.

00 0, 0001,

05. 0.00.01.

.00, 6. 00.01,
- 00. 0.00.02.

04, 0.00.01.

00. 0. 00.01.
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F

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Peternakan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

URUSAN PENDUKUNG URUSAN PENMERINTAHAN
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sckretariat DPRD
Sekretariat Dewan
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Percncanaan
Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah

Keuangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pendapatan Daerah

Kepegawaian
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Inspektorat Daerah
Inspektorat



¥ UNSUR KEWILAYAHAN

7. 0L, Kecamatan

7. 01. 0. 00.0.00.11. Kantor Kecamatan Kata Masohi

7. 01. 0. 60.0.00.12. Kantor Kecamatan Amahai

7. 01. 0. 00. 0.00.13. Kantor Kecamatan ‘Tehoru

7.01. 0. 00. C.00.14. Kantor Kecamatan Teon Nila Serua

7. 08 600, 0.00.15, Kanior Kecomatan Nusalaut

7. 01. 0. 00.0.00.16. Kantor Kecamatan Pulau Haruku

7. 01. 0, 00. 0.00.17. Kantor Kecamalan Saparua

7. 01. 0. 00. 0.00.18. Kantor Kecamatan Salahutu

7. 01 0. 00.0.00.19, Kantor Kecamatan Leihitu

7. 01, 0. 00.0.00.20. Kantor Kecamatan Banda

7.01. 0. 00, 0.00.21. Kantor Kecamatan Scram Utara

7. 01, 0. 00.0.0022. Kantor Kecamatan Lethitu Barat

7. 01. 0. 00, 0.00.23. Kantor Kecamatan Seram Ultara Barat
7.01. 0. 00. 0.00.24. Kantor Kecamatan Elpaputih

7. 01 0. 00. 0.00.25. Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi
7. 01. 0. 00, 0.00.26. Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Setl
7. 01. 0. 00.0.00.27. Kantor Kecamatan Telutih

7.01. 0. 00.0.00.28, Kantor Kecamatan Saparua Timur

8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 01 Kesatuan Bangsa dan politik

8. 01. 0. 00. 0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASIL PROGRAM, KEGIATAN

BESERTA TIASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
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VL. REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

VII. SINKRONISASI PROGRAM PADA RPIMD DENGAN RANCANGAN APBD

VII'. SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD
IX. SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORTTAS DALRAH

X. DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER-GOLONGAN DAN PERTABATAN TAHUN ANGGARAN 2022

XL DAFTAR PIUTANG DAERAH

XIL DAFTAR PENYERTAAN MODAT DAFRAN DAN INVESTASI DALERAT LAIN

XII1. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
XIV. DAFTAR SUB KEGIATAN TAIUN JAMAK (MULTY YEARS)

XV. DAFTAR DANA CADANGAN; DAN

XVI. DAFTAR PINJAMAN DAFRAH



Menimbang

BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

IDENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAFI,

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan pasal 104 ayat (1} Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatsn dan Belanja
Daerah (APBD} Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)} untuk memperoleh

persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerali tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBLY yang diajukan
sehagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggacan Sementara
vang telah disepakati Pemerintah Daerali bersama DPRD
pada tanggal 22 Desember 2021.
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bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Penetapan Undang-Undang | Darurat
Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat [I Dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembarai: Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Repubilik Indonesia Nomor 1643};
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahurn 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353];
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenteng Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomeor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Parimbangan Keuangan Antara Pemetintah Pusat dan
Pemerintah Daerah [Lembaran IMegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor $433);
Undang-Undang Nomor 28 Tahur 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahuin 2009 Nomoer 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

['ndang,-Undang Nomor 23 Tahur 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

4]
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Imharm
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2015 Nomwor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 "ahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Repulblik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembarar. Negara Republik

Indonesia Nomor 4028},

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolazn  Keuangan Badan Tayanan Umum
schagaimana telal diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Momeor 23 Tahun 2005
tentang Pengelclaan Keuangan Basdan Layanan Umum
(Lembararn Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340};

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Diaerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Femerintan Daerah Kepada WMasvarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahar, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);




13.

14.

15,

16.

Lt.

Peraturan Pemer.ntah Noruor 5 Tahun 20C9 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik ndonesia Tabun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengar
Peraturan Pemerintah Noumor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Banituan Keuangan Kepada Partai
Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahar (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 201! tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

3



18,

19,

20.

21,

22,

23,

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 565),;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoaor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Irdonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
GUperaional (berita negara Republik: ndonesia Tahun
29317 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dar  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Aaggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 631;



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FKABUPATEN MALUKU TENGAH

DAN

BUPATI MALUKU TENGAH

MENUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1

Pengelolzan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
iawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adal.h rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daeral.

Pedomarn Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah
dalam penyusunan, pembahasan dar penetapan APBD.
Pemerintall Daerah adalah kepalz daerah sebagai
Jansur penyelenggara pemerintahan daerah vang
memimpin pelaksanaan urusan pemevintahan vang

menjadi kewenangan daerah otonom

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945,
tlr



*3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi,
oupati bagi daerah kahupaten, atau wali kota bagi
daerah kota.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendaparan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022

berjumlah Rp. 1.649.921.849.000,- terdiri atas pendapatan

caerah, Lelenja dacrah, dan pembiayacan daerah dengan

rincian sebagai berikut:

&. Pendapatun Daerah Rp. 1.617.614.112.000.-

». Belanja Daerah Kp. 1.649.921.84%.000,-
Surplus/{Defisit) (Rp. 32.307.737.000;)

)

o. Pembiavaan Daerah
1. Penerima:in Rp. 34.057.737.000:

{1

. 91sa Lebilh Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan Rp. O;

Pembiayaan Netto Rp. 32.307.737.000;

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Takun Berkenaan Rp. 0;

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar
Fp. 1.617.614.112.000,- yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4
{l) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 111.305.706.000,- (seratus sebelas milyar tiga ratus
ima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) yang

verdiri dani :



ey

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah; dan
¢. Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Transfer sebagairnana dimaksud
dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 1.432.808.406.000,- (satu triliun empat ratus
delapan puluh dua milyar delapan ratus delapan juta

empat ratis enam ribu rupiah)

Lain-lair Pendapatan vang Sah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar

Rp. 23.506.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus

juta rupialy)

Pasal 5

} Pajak Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 4

avat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 24.250.000.000,- (dua puluh empat milyar dua

ratus lima puluh juta rupiah);

Retribusi Daerah sebagaimana dimalksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 52.310.340.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus

sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Lain-Lairt. PAD yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1} huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp. 34.745.366.000,- (tiga pulub empat milyar tujuh
ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh

enam riba rupiah);

Fasal 6
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud
dalam  pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 1.482.808.406.000,- (satu triliun empat ratus

delapan puluh dua milyar delapan ratus delapan juta

B



empat ratus enam ribu rupiah) yang terdiri dari :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2} Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 1.436.008.406.000,- (satu triliun empat ratus tiga
puluh enam milyar delapan juta empat ratus enam ribu

rupiah);

{3} Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 46.800.000.000,- {(empat puiuh enam milyar

delapan ratus juta rupiah);

Pasal 7

i Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana

iy
i,

dimaksud dalam pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus
juta rupiah) vang terdiri dari Pendapatan Hibah.

2 Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp. 23.500.000:.000,- (dua puluh

tiga milyar lima ratus juta rupiah),

Pasal &
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp. 1.649.921.349.000,- (satu triliun
enam ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus
dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan
riby' rupish) yang terdiri dar :
4. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
o, Belanja Tidak Terduga;

<. Belanja Transfer.
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Pasal 9

Anggaran Belanja Operasi sebageimana dimaksud
dalam pasal 8 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 1.081.201.465.273 - (satu trilivn delapan puluh
satu milvar dua ratus saty juta empat ratus enam puluh
lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri
dari :

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

¢. Belanja Subsidi;

d. Belanja Hibah; dan

2. Belanja Bantuan Sosial.

I Belanja Pegawai sebagaimana dimaiksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Kp. 721.401.800.602,-
{tujuh ratus dua puluh satu milyar empat ratus satu
Jjuta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus dua rupiah);
Belanja Barang dan Jasa scbagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 317.499.794.898.- (tiga ratus tujuh belas milyar
empat ratus sembilan puluh semsilan juta tyjuh ratus
sembilar: puluh empat riby delapan ratus sembilan

puluh delapan ru piahy;

Belanja 3ubsidi sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.811.740.000.-
itiga belas milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus

cmpat puluh ribu rupiah);

S3elanja Ifibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

auruf d direncanakan sebesar Rp. 17.892.479.450 -
itujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua
Juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus

fima puluh rupiahj;
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(1]

(5)

i Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud

pada ayvat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp. 10.596.090.323,- (sepuluh milyar lima ratus
sembilan puluh enam juta sembilan puluh ribu tiga

ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 10
Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 301772.734.827,- (tiga ratus satu milyar tujuh
ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat
ribu delapan ratns dua puluh tujuh rupiah] yang terdiri
atas:
&. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,

Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

£

d.  Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,

| Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf a direncanalan sebesar Rp. 247.000.000,- (dua
ratus empat puluh tujub juta rupiah):

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp. 63.618.061.556,- (enam puluh tiga milyar enam
ratus delapan belas juta enam puluh satu ribu sembilan
ratus lima puluh enam rupiah);

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp. 105.604.620.095,- (seratus Hina Inilyar enam ratus
empat juta enam ratus dua pulub ribu sembilan puluh
fima rupiahj;

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf d direncanakan sebesar
Rp.132.175.455.776,- (seratus tiga puluh dua milyar

seratus tujuh puluh sembilan juta =mpat ratus lima
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puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupah};
{6} Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp. 123.597.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima

ratus tujuh sembilan puluh tujub ribu rupiah);

Pasal 11
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8  huruf ¢ direncanakan sebesar
Kp. 9.025.000.000,- (sembilan milyar dua puluh lima ]uta

rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 12

{1} Anpgaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 huruf d direncanakan sebesar
Rp. 257.622.648.900,- (cua ratus lima puluh tujuh
milyar sembilan ratus dua pulub dua juta enam ratus
empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang
terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan;

{2} Belamnja Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp. 237 $22.645.900,- {(dua ratus iima puluh tujuh
milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus

empat pulih delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 13
Auggaran Pembiayaan Daetah Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp. 34.057.737.000,- (tiga puluh
empat milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh
majuh ribu rupiah) yang terdiri atas ¢
4. Penerimaan Pembiavaan; dan

. Pengeluaran Pembiayaan.
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Pasal 14

{1} Anggaran Penerimaan Pembiavaan secbagaimana
dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 34.CG57.737.000,- {tiga puluh erapat milyar lima
puluh tijuh juta tujub ratus tiga puluh tujuh ribu
rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Ferhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnva;

{2} Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanalan sebesar Rp. 34.057.737.000,- (tiga puluh
empat milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga
puluh tujeh ribu rupiah).

Pasal 15

Arniggaran Pengeluaran Pembiayvaan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan

sebesar Rp. 1.750.600.000,- (satu milyar tujuh ratus lima
ruluh juta ruapiah).
Pasal 16

{1} Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
{Defisit] sebesar Rp. 32.307.737.000,- (tiga puluh dua
milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh
ribu rupish];

(2} Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayuan  terhadap  pengeluaran  pembiayaan
direncanakan sebesar Rp. 32.307.737.000,- (tiga puluh
dua milyar tiga ratus tujuh juta tujub ratus tiga puluh
tujuh ribu rupiah);

Pasal 17

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak

,...._
Ja—

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran vang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melalui pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
inl, yang selanjuinva dimasukan dalam Perubahan

Anggarar. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
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Maluku Tengah Tahun Anggaran 2652, ; dengan‘ra e

Cara teriechih dahulu melakukan perubahan Peraturan

Kepala Ddaerah tentang Penjabaran Perubahan APBD,
dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan datam Laporan Realisasi Anggaran.

{2! Keadaan Darurat sebagaimana dimalssud pada ayat (1)
meliputih :

a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial
dan/atau Kejadian Luar Biasa;

b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
dan/aau

¢. Kerusakan Sarana/Prasarana vang dapat
mengganggu kegiatan Pelavanan Publik.

{3} Keperluan Mendesak sebagaimana ditnaksud pada ayat

{1) meliputih :

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja
yang bersifat wajib,

¢. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-
Undangan, dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian vang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau Masyurakat.

Pasal 1%
Arggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Labupaten Maluku Tengah ini, terdiri dari :
" Lampiran Ringkasan APBD vang Diklasifikasi

Menurut Kelompok dan Jenis
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Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran,

Lampiran

ampiran

Lampiran

iampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran

Larnpiran

Lampiran

I

11

v

N

Vil

Vi

X1

k!

Xl

XV

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan APBD vang Diklagifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Rincian  APBD  menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Belaenja Daerah untuk
Keselarasan dan Xeterpaduan Urusan
Pemerintaha Daerabh dan Fungsi dalam
kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan
SPM;

Singkronisasi Prograrmn pada RPJMD
dengan Rancangan AP3D;
Singkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS
dengan Rar.canga, APBD:;

Singkronisasi Program Prioritas
Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lain:

Daftar Ferkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan
Aset Lain-Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak
(Multy Years);
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Lampiran XV Daftar Dana Cadangan: dan
Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lemba.an Dacrah.

Ditetapkan di Masohi

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MALWKU TENGAH,
. ! o .

”

Diundangkan di: Maschi
pada tanggal 3! Desemdber 2021
SEKRETARIS DAE YAH KABUPATEN MALUKY TENGAH

R
.-// e

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2021 NOMOR : 214

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU

TENGAH, PROVINSI MALUKU : (8/53/2021)
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Salinan sesuai dengan aslinya

Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU TENGAT

M. ’[IA YA, S, MH

NIP. 19650720 200003 1 003
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